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KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHMAN YANC MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwea sistem dan prosedur pengeiolaan keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat, ielah diatur berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah  beberapa  kali, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barar Nomor 13 Talhun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan. Gubernur Jawa Barat
Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat;

bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistern dan
prosedur  pengelolasn keuangan  Daerah,  serta untule
menyelaraskan  dengan  ketenfuan  peraturan  perundangs
undangan J¢i bidang pengelolaan keuangan Dacreh, perlu
diladiukan Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nemoer 108 Tahun 2009 tentang Sistern dan
Prossdur Pengelolaan Keuangan Dacrah Provinsi Jawa Baraty
vang ditetapkan dengan Poraturan Gubermur Jawa Barag,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provins: Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950} jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang  Pemerintaban  Jakarta Raya  (Lembaran  Negara
Republik  Indeonesia Tahun 19530 Nomor 21, Tambazhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13} schagaimans
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinst Daerah
Khusus Ibukota Jakartz Sebagal lbukota Negar: Kesatuan
Republik Indonesla (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744} dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang  Pembentukan Provinsi Banten  [Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 182
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indenesia Nomor 4010
Urdang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 entung Penvelens
Negara yang Bersih don Bebas dart Kerups:, Kolusi,
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 14959
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noraor 3851) '
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomoer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones*a
Nomor 4286); :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara iLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeoer 4400); _
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangari
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); :
Undang-Undang Nomoyr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid
Nomor 5587}, scbagaimana telah diubah beberapa kaly
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoer 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3579); '
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 55801} :
Peraturarr Pemerintalr Nomor 24 Tabhun 2004 wntang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinarn dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemoerintal
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketga atas
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Talhun 2004 entang
Kadudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); :

. Peraturan Pemerintah Nomoer 14 Talhun 2005 tentang Tatacara

Penghapusan Phutang  Negara/Dserah (Lembaran  Negara
Republik Indeonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); :
Peraturan Pemerintal: Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502y
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. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Alcuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indenesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Normor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 4573}

. Peraturan Pemerintan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Sistem

Informasi HKeuangan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indenesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4577}, '
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah MNomor &  Tahun 2000 entang
Pelaporan Keuvangan dan Kinerjz Instansi Pemerintah
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomer
45614);

Peraturan Pemerintah Nomoer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
FPermnerintahar Daerah Provinsi, dan Pemeriniahan Daerahb
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4737},

. Peraturan Pemerintah Nemor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelclaan Uang Negara/Daerah (Lemnbaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 4738, :

. Peraturan Pemerintal Nomor | Tahun 2008 entang Investas:

Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomeor 14, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

. Peraturan Pemerintalh Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Neomer 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272},
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5. Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55332);

&. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat aras Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeriniah
{Lembaran Negara Republilke Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeraly sebagaimana
telah diubal beberapa kali, terakhir dengan Peratiran Menteri
Delam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 rentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Beria
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahzan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; :
Perataran Menteri Dalam Neger: Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4-50];
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantaan Sosial vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Momor 540}
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001
tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2001 nomor 25 Ber1 D);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Proving Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provins! Jawa Barat Tahun 2008 Nomor €@ Scri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinst Jawa Barat Nomor 46);

2. Peraturan  Daerah  Provins! Jawa  Barar Nomer 12 Tahun

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daergh Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
11 Seri E, Tambahan Lambaran Dacrah Provinsi Jawa Barat
Momor 48); _
Peraturan Gubernur Jawa Baratr Nomor 78 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum Daerah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151
Sert E); :
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009
tentang Sistemn dan Prosedur Pengelolaan Keuvangan Daerah
rovinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
200% Nomor 181 Seri I} sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
13 Tahun 20314 ientang Perbahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistern
dan Prosedur Pengelolasn Keuangan Dacral Provinsi Jawan
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor
13 Seri EY;




Menetaplan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108
TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. :

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nemor 108 Tahun 2009 tentang Sistemn dan Prosedur
Pengeiclaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinst Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perbahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13
Sert B}, sebagai berilout:

A, Ketentuan Pasal 7 diubal, sehingga berbunyl sebagal berikut:

Pasal 7
{1) PPKD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3] huaruf
b, meliputi: :

a. PPKD di bidang pendapatan;
b. PPKD di bidang keuangan; dan
c. PPKD di bidang pengelolaan barang Daerah.

(2) PPED di bidang pendapatan sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) huraf a, diaksaznakan oleh Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat, :

(3) PPKID di bidang pendaparan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) mempunyal tugas: :
a, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

kenangan daerah dibidang pendapatan,

b, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD di bidang pendapatan;

o

melaksanakan pemungutan pendapatan daeral: vang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daeraly; :

d. menyvusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungiawaban;

2. melaksanakan APBD di bidang pendapatan Dacrah; dan

{. melaksanakan tugas lainnya berdasarken kuasa yang
dillmpahkan oleh Gubernur. :

{4) PPRD di bidang kevangan sebagaimana dimaksud pada
avar (11 hural b, dilaksanakan oleh Bekretaris Daerah
Provinsi Jawsa Barat,




() PPKD di bidang keuvangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4], mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan Daerah;

b, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

¢. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

d. menyusun laporan keuangan dacrah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

&

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yvang

dilimpahkan oleh Gubernur.

{6) PPKD di bidang pengelolaan barang Daerah/aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1} hurul ¢,
dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah,
mempunyal tugas sebagal berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
barang Dasrah/aset Daerah;

b, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD di bidang pengelolaan barang Daerah/asct
Daerah; '

¢. melaksanakan fungsi pengelola barang Dasrah/asct
Dacrah; .

d. menvusun laporan keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban  petaksanaan APBD  di bidang
pengelolaan barang Daerah/aset Dacrah; dan

e. melaksenakan tugas lainnyva berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Gubernur.

B. Ketentuan Pasal 165 diubah, schingga berbunyl sebagal
berikut:

Pasal 163

(1) PPTK menylapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan
jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
dalam rangkea pengajuan permintaan pembayaran.

{2} Dokumen  SPP-LS untuk pengadaan barang dart jasa
sebagaimana dimaksud pade avat (1), terdiri atas: '
a. Surat pengantar 3PP-LE;
b. Ringkasan SPP-LS;
¢. Daftar rincian penggunaan belanja sampai dengan kode

rekening rincian objek belanja;

d. Surat Pernyvataan Tanggunglawab Belanja SPPL3; dan
&, Lampiran SPP-LS,
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(3) Lampiran dokumen SPP-LS unmik pengadaan barang dan
jasa sebapaimana dimaksud pada ayvat {2) huraf e, untk
penagihan langsung 100 % mencakup:

&

a.

b,

i1

1,

SS8P disertai fakiur pajak (PPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

Surat perjanjian keriasama kontrak antara
PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen <dengan pihak
penvedia serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak penvedia;

. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
. Kuitansi  bermaterai vang ditandatangani oleh pihak

penyedia, Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pernbantu dan disetujui oleh PA/KPA; :

. Nota/fakiur vang ditandatangani oleh pihal penyedia dan

PPTE,;

Surat jaminan pelaksanaan dari bank umurm, perusahaan
penjamin atau perusahaan asuransi dapat digunakan
untuk segala jenis jaminan. Perusahaan penjaminan
adalah perusahaan penjaminan vang memiliki ijin mf:njual
produk jaminan ataw SURETY SHIP;

. Doleumen lain vang dipersyarathkan untulk kentrak-leontr al

vang dananva sebagian atau seluruhnya bersumber dd*"z
penerusan pirgaman /hibah Iuar negeri,

 Surat angkutan ateu  konosemen apabila pcng.,ddadn

barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

Surat pemberitahuan  potongan  denda  keterlambatan
pekerjman dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

Foto/buku/dokumentasi tungkat kemajuan/penyelesaian
pekerjaan;

Potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJY)
Ketenagakerjaan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan/surat pemberitahuan BPJS Keten agalierjaan;
Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya nmncrgumu«:an biaya persenil (billing rate), berita
acara prestast kemajuan pckerjaan dilampiri dengan buk
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan wakitu
pekerjaan dan buksi penvewaan/pembelian alat penunjang
serta Duktl pengeluaran  lainnya  berdasarkan  rincian
dalam surat penawaran;

.Berita Acara Pembayaran; dan

Khusus untuk pekerjaan konstruksiy/Osik, Surat Jaminan
Pemeliharaan dari Bank Umum, pemsa"}aan pcn_}'amiﬁ}
ataw perusahaan asuransi vang memiliki imn dari \Imu ri
Keuangan,

j Kelengkapan dekumen SPP-LS  pengadaan  barang/jasa

untuk penagihan Uang Muka, terdiri atas;

oo op

Kuitansi;

. Berite Acara Pembavaran;

Rincian Penggunaan Uang Mulka;

. S8P disertal Fakiur Pajak vang telah ditandatangani Ol'

wajib pajak dan wajib pungut;

Surat  Jaminan  Pelaksanaan dari Bank  Urmam,
perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi, vang
memuliki izin dari Menteri Keuangan,
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f. Surat perjanjian keriasarna/ kontrak antara
PA/KPA /Pejabat  Pembuat Komitmen dengan pihak
penyedia serta mencantumkan nomor rckening bank
pihak penyedia;

g. Potongan Jamsocosiek {potongan sesual dengan kctcntuan}
dan

h, Surat Jaminan Uang Muka dari Bank Umum, perusahaan
penjamin atau perusahaan asuransi, yvang memiliki izin
dari Menteri Keuangan

(9) Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa
untuk penagihan bertahayp atau termin, terdir atas:

a. Kuiranst;

b. Berita Acara Pembavaran;

c. Laporan Kemajuan Pekerjaan;

. SBP disertal Faktur Pajak yang telah ditandatangani a}ch
wajib pajaic dan wajib pungut,

e. Surat  Jaminan  Pelaksanaan  dart Bank Umumn,
perusahaan penjamin atauw perusahaan ssuransi, vang
memitiki izin dari Menteri Keuangan (dalam hal tidak
mengajukan vang muka);

[ Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA
Pejabat Pemnbuat Koraitmen dengan pihak penyedia serta
mencantumkan nomor rekening bank pihak penyedia
(dalam hal tidak mengajuzkan vang muka); dan

g. Potongan BPJS EKetenagakerjaan, poiongan  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam  heal
tidak mengaiukan uang muka).

C. Ketentuan Pasal 166 diubah, sehingga berbuny sebagai
berikut
Pasal 166

(2} SPP-LS schagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk pembayaran langsung kepada pihak genyedia dalam
pengadaan  barang/jasa berdasarkan  kotrak/perjanjian
dan/ataun surat perintah  kerja, setelah  diperhitungkan
kewajiban  dengan pihal penyvedia  barang/jasa  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] SPP-UP/GU/TU  scbagalmana  dimaksud pada ayatr f1)
digunakan untuk pembavaran pengeluaran lainnyva selain
dengan SPP-LS.

D. Ketentuan Pasal 172 avat (13, u} at {2), dan ayvat (9) diubah,
sehingga berbunyi sebagal berilut
(1} Kuasa BUD meneht kelengkapan doltumen 5PM vang
digjukan oleh PA agar pengeluaran yang digjukan tidak
melampaui  pagu  dan  memenuhi  persyaratan  vang
ditetapkan dalam  ketentwan peraturan  perundang-
undangan, '
2] Kelengkapan dokurmen 8PM  untuk pererbitan  SP2D
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: :
a. Kelengkapan pengajuan SPM-UP, terdiri atas:
L. Burat pengantar permohonan penerbitan SP2D-UP
yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;




b,

d.

o

2. SPM-UP asli vang ditandatangani oleh PA, khusus
pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

ditandatangani oleh Pegjabat Penandatangan &;Pﬂﬁ
vang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Surat Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan;

Fotocopy SPD; dan

5. Anggaran Kas,

Kelengkapan dokumen SPM-GU, terdiri atas:

i. Surat pengantar permcehonan penerbitan SP2D-GU
vauig ditandatangani oleh Kepala SKPDy;

2. BPM-GU asli vang ditandatangani olelh PA, khusus
pada  Sekretariat Dacrah Provinsi Jawa Barat
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM
vang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (8PTJE)

vang ditandatangani oleh PAJKPA dan BP/BPP.

w

s

. Kelengkapan dokumen SPM- TUP, terdiri atas:

1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-TUP
vang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

2. 8PM-TUP asli yang ditandatangani oleh PA, khusu%
pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
ditandatangani oleh Pejabat Pmandatangan SPM vang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan :

3. Persetujuan/Rekomendast TUP dari Biro I\.euangan

Sekretarigt Daersgh Provinst Jawa Barat selaku Euasa
BUD,

Kelengkapan dokumen SPM-LS pengadaan Barang dan

Jasa, terdiri atas:

1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-L5
yang ditandatangant oleh Kepala SKPD;

2, BPM-LS ash vang ditandatangani oleh PA, khusus

padae Sekretarnat Daerah  Provinsi Jawa Barat

ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM

vang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPT JB),

vang ditandatangani oleh PA/KPA;

4, Keterangan Bank vang masih berlaku;

5. Faktur Pajak yang ditandatanganit oleh pihak
penvedia dan S8P vang ditandatangani oleh BP/ BPP
dan

S.:J

&, Kultansi bermaterai.

. Kelengkapan deloamen SPM-LS Bendahara, terdinl atas:

1, HBurat pengantar permohonan penerbitan 8P2D-LS
vang ditandatangani oleh Kepala SKPD; :

2. SPM-L% asli yang ditandatangani oleh PA khusus
pada Sekretariat  Daerah Provinsi Jawa DBarat
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM
vang ditetaphkan dengan Keputusan Gubernur,

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJR)
vang ditandatangani oleh PAIKPA dan BP/BPP; dan

4. Daftar nominatil penerima.
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. Kelengkapan pengajuan SPM-LS Gaji/TPP/Tunjangan
lainnya, terdiri atas:

!, Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-LS

vang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

2. SPM-L8 asli yang ditandatangani oleh PA, khusus
pada Sekretariat Daerah  Provinsi Jawa  Barat
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM
vang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (3PT JB),
vang ditandatangani oleh PA/KPA dan PJBPP,
khusus pada Sekretari iat Daerah Provinsi Jawa Barat

ditandatangant ocleh Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Daeran Provinsi Jawa Barat.
{91 Kuntanst penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ui 4, dinvatekan sah setelah SP2D diterbitkan dan dana
indakbukukan dari Rekerning Kas Umum Daerah ke
g Penerima.

()

LB a '(Dﬁ“uﬂtuan Pasal 224 dan Pasal 223, disisipkan Pasal
ningga derbunyl sebagal LI‘E]{UL
Dt m

uan vang mengatur tentang PPRD dalam Peraturan
rnur int reulal berlaku sejak tanggal 25 Maret 2015,

Pasal 1

wur ind mulal beriakou pada tangga!l diundangkan.,

Agar i orang dapat mengetahuinyva, memerintaikan
Peraturan G abernur inl dengan penempatannya dalam
Provinsi Jawa Barat. K

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

Diisi Sesuai dengan Aslinya
T




